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a) Undang-Undang./Dasar 1945 Pasal 1.ayat/(3)

b) Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesial Tahun 1945

¢) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

d) Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

e) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan / OT.140/1/2010 tentang
Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat

cutting plant)
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Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan
Kesehatan Hewan,

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kptsn/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat
Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan.

Undang-Undang Nomof 28 Téhun 1999 Tenténg Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Rancangan Undang-Undang Pertenakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab U
Pasal 1 ayat 15 BAB VI Pasal 62

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara No.
22 Tahun 1984, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274), ketentuan pasal 21 ayat
(1) Undang Undang Perindustrian .

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air.

Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kriteria Mutu Air
Sungai Sumatra Barat

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Potong Hewan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Air Minum

pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran

Udara.



s) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996 tentang Baku

Tingkat Kebisingan.






